Menimbang

Mengingat

SALINAN

BUPATI TANAHLAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 33 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 106 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN
PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN

PERKOTAAN YANG SUDAH KADALUARSA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah

: 1.

Kabupaten Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan dengan adanya beberapa
penyesuaian terhadap prosedur penghapusan piutang, perlu
menetapkan perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut tentang
Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
yang sudah kadaluarsa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 106 Tahun 2014
tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan yang Sudah Kadaluarsa;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II
Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756)
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4593) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah
Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah
Laut Tahun 2008 Nomor 12) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah Kabupaten
Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah laut Tahun 2016
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor
25);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2013
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2013);
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANAH LAUT TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 106 TAHUN 2014 TENTANG TATA
CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG SUDAH KADALUARSA.

Pasal I

Beberapa ketentuan pada Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 106 Tahun 2014
Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan yang Sudah Kadaluwarsa diubah sebagai berikut :

. Ketentuan BAB I tentang KETENTUAN UMUM pada Pasal 1 yang semula
berbunyi :
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.

2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah
Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
seluas — luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik
Indonesia Tahun 1945.

3. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.

4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya
disebut DPPKA adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
kabupaten Tanah Laut.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala DPPKA adalah Kepala Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut.

6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada
daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

7. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan,
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam
bentuk apa pun , firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa,organisasi sosial politik atau organisasi
lainnya,lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif
dan bentuk usaha tetap.

8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut
PBB adalah pajak atas bumi dan / atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan /
atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang
digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

9. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta
laut wilayah kabupaten / kota.
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Bangunan adalah suatu bangunan yang bersifat permanen, semi permanen dan
non permanen atau darurat dari bahan kayu,beton,batu atau bahan-bahan lainya
yang didirikan, ditancapkan, ditambatkan dan atau diletakan seluruhnya atau
sebagian diatas atau dibawah permukaan tanah, bertumpu pada kontruksi batu-
batu landasan ataupun diatas dan atau dibawah perairan yang berfungsi untuk
tempat penyimpanan, perlindungan maupun pelaksanaan kegiatan..

Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata
yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana
tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga
dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi
atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan / atau
memperoleh manfaat atas bumi, dan / atau memiliki, menguasai, dan / atau
memperoleh manfaat atas bangunan.

Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi
atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan / atau
memperoleh Manfaat atas bumi, dan / atau memilik, menguasai, dan / atau
memperoleh manfaat atas bangunan.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam
Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak terutang ;

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti
pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan dengan cara lain ke kas
daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKPDKB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok
pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak,
besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar ;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya
disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan
atas jumlah pajak yang telah ditetapkan ;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah
surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya
dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB,
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak terutang atau
seharusnya tidak terutang ;

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk
melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau
denda ;

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan
kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan
dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang
Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan
atau Surat Keputusan Keberatan ;
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Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang
Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan oleh pihak ketiga yang diajukan
oleh Wajib Pajak ;

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap
Surat Keputusan Keberatan yang diajukan Banding, berdasarkan peraturan
perundang-undangan ;

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong
pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi
lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif
dan bentuk usaha tetap.

Diubah seluruhnya, sehingga Pasal 1 berbunyi :

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut

Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah
Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip
seluas — luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negera Kesatuan Republik
Tahun 1945.

Bupati adalah Bupati Tanah Laut.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD
adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelola keuangan
daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah
Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan
Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan
bertindak sebagai bendahara umum daerah.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada
daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan,
baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan
dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan,
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perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik atau
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjunta disebut
PBB P2 adalah adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki,
dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan
yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan
pertambangan.

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman
serta laut wilayah Kabupaten Tanah Laut.

Bangunan adalah suatu bangunan yang bersifat permanen, semi permanen dan
non permanen atau darurat dari bahan kayu, beton, batu atau bahan-bahan
lainnya yang didirkan, ditancapkan, ditambatkan dan atau diletakan seluruhnya
atau sebagian di atas atau di bawah permukaan tanah, bertumpu pada
konstruksi batu — batu landasan ataupun di atas dan atau di bawah perairan
yang berfungsi untuk tempat penyimpanan, perlindungan maupun pelaksanaan
kegiatan.

Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-
ratayang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan
bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, maka NJOP ditentukan melalui
perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru
atau NJOP pengganti.

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang
pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau
memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai dan atau
memperoleh manfaat atas bangunan.

Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi
atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau
memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai dan atau
memperoleh manfaat atas bangunan.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam
Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan besaranya jumlah pokok pajak terutang.

Surat Setoran Pajak Daerah selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti
pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan dengan cara lain ke kas
daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok
pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak,
besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya
disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan
atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah
surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya
dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjunya disingkat SKPDLB
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
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pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak terutang atau
seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat
untuk melakukan penagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga
dan atau denda.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan
kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan penerapan ketentuan
dalam Surat Pemberitahuan Pajak terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan
Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.

Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang
Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan oleh pihak ketiga yang diajukan
oleh Wajib Pajak.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap
Surat Keputusan Keberatan yang diajukan banding berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan,
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik atau
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

2. Ketentuan BAB IV tentang PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN pada Pasal 4 yang semula berbunyi :

(1)

(2)

BAB IV
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Pasal 4

Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau Piutang Pajak yang tidak dapat
atau tidak mungkin ditagih lagi sabagaimana dimaksud Pasal 3, wajib dilakukan
penelitian setempat atau penelitian adminstrasi oleh DPPKA dan hasilnya
dilaporkan dalam Laporan hasil Penelitian.

Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus
menggambarkan keadaan Wajib Pajak atau Piutang Pajak yang bersangkutan
sebagai dasar untuk menentukan besarnya Piutang Pajak yang tidak dapat
ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.



Diubah, sehingga berbunyi :

BAB IV
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Pasal 4

(1) Untuk memastikan keadaan wajib pajak atau Piutang Pajak yang tidak dapat
atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud Pasal 3, wajib
dilakukan penelitian setempat atau penelitian admnistrasi oleh SKPKD dan
hasilnya dilaporkan dalam Laporan Hasil Penelitian.

(2) Penelitian setempat oleh SKPKD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu
penelitian untuk penghapusan piutang atas objek pajak yang tidak ada, wajib
pajak tidak ditemukan, wajib pajak bubar, likuidasi atau pailit serta wajib pajak
atau penanggung pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi.

(3) Penelitian administrasi oleh SKPKD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yaitu
penelitian untuk penghapusan piutang atas pajak yang sudah kadaluarsa atau
SPPT PBB P2 kadaluarsa yang ketetapannya diatas S (lima) tahun.

(4) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) harus
menggambarkan keadaan wajib pajak atau piutang pajak yang bersangkutan
berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian untuk menentukan besarnya piutang
pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.

Ketentuan BAB IV tentang PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN pada Pasal 6 yang semula berbunyi :

Pasal 6

(1) Kepala DPPKA menyusun Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan
Bangunan berdasarkan Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud Pasal
4.

(2) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan yang telah
diteliti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

Diubah, sehingga berbunyi :

(1) SKPKD menyusun Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan
Bangunan berdasarkan Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4.

(2) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan yang telah
diteliti sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

Ketentuan BAB IV tentang Penghapusan PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
pada Pasal 7 yang semula berbunyi :

Pasal 7

Bupati menerbitkan Keputusan Bupati mengenai Penghapusan Piutang Pajak Bumi
dan Bangunan berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).



Diubah, sehingga berbunyi :

Pasal 7

Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 Ayat (2).

Ketentuan BAB IV tentang PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN pada Pasal 8 dan BAB V tentang FASILITASI pada Pasal 9 dihapus.

Diantara BAB V dan BAB VI Ditambah BAB baru yaitu BAB VA tentang
KETENTUAN PERALIHAN pada Pasal 8 yang baru berbunyi :

BAB VA
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut maka terhitung
sejak dilantik dan dikukuhkannya Pejabat sebagaimana diatur dalam Peraturan
Daerah dimaksud maka penyebutan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disebutkan
dalam Peraturan ini dipersamakan dengan penyebutan Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang memiliki wewenang yang sama pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah
Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 24 Juni 2016

BUPATI TANAH LAUT,
ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 24 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

ttd

H. ABDULLAH
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